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Pendahuluan

Pembangunan  daerah  merupakan  bagian  integral  dari
pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah di
Indonesia dilakukan melalui otonomi daerah sehingga dapat
menjadi sumber kekuatan pembangunan karena berdasarkan
apa yang dibutuhkan. Secara langsung, penerapan otonomi
daerah ini disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-
masing  daerah.  Sesuai  dengan  pendapat  Pujiati  (2008)
penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk
mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga
dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah
pada akhinya meningkatkan perekonomian nasional. Prinsip
pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi
pemerintah daerah  pada  dasarnya  adalah  untuk membantu
pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada  dasarnya,  pembangunan  yang  berbasis  otonomi
daerah  ini  merupakan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan melalui
kreativitas  yang  dapat  ditonjolkan  dari  potensi  daerah
sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemandirian
daerah dalam pengelolaan sumber daya serta pembangunan
daerah.  Menurut  Laode  Ida  dalam  Saragih  (2003)
mengemukakan  bahwa  sedikitnya  ada  tiga  esensi  dari
otonomi daerah.  Pertama,  pengelolaan kekuasaan berpusat
pada  tingkat  lokal  yang  berbasis  pada  rakyat.  Kedua,
dimensi  ekonomi.  Artinya  dengan  otonomi  daerah,  maka
daerah-daerah  diharapkan  mampu  menggali  dan
mengembangkan  sumber-sumber  ekonomi  yang  ada  di
wilayahnya.  Adanya  kemampuan daerah  untuk membiayai
dirinya  sendiri  paling  tidak  memperkecil  ketergantungan
terhadap pemerintah pusat. Ketiga, dimensi budaya. Artinya
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Abstrak
Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses gradual yang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan
untuk menunjang pembangunan nasional. Desentralisasi merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu membawa
perubahan tatanan pemerintahan kearah yang lebih baik. Salah satu aspek yang berperan penting dalam desentralisasi adalah
desentralisasi fiskal yaitu pemberian kewenangan yang disertai dengan kewenangan pendanaan yang bertujuan meningkatkan
optimalisasi  kewenangan yang telah di  desentralisasikan kepada  pemerintah daerah.  Aspek keuangan mempunyai  peran
penting  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi  kesenjangan  dalam distribusi  pendapatan  daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di
Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model fixed effect (FEM). Hasil yang
diperoleh  yaitu  desentralisasi  fiskal  dan  variabel  kontrol  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  pertumbuhan  dan
desentralisasi fiskal berpengaruh positif cenderung di daerah pusat industri. Sedangkan pada model kesenjangan, variabel
desentralisasi  fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap kesenjangan daerah dan variabel  kontrol memiliki pengaruh yang
positif terhadap kesenjangan daerah serta cenderung meningkatkan kesenjangan di wilayah perkotaan 

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Daerah , Model Efek Tetap (FEM).

Abstract
Regional economic development is a gradual process that is expected to continue to increase along with the need to support
national  development.  Decentralization  is  a  strategic  step  that  is  expected  to  bring  a  change  in  structure  of  the
administration  towards  the  better.  One  of  aspect  that  plays  an  important  role  in  the  decentralization  is  fiscal
decentralization which aims to improve local financial independence in the management and budgeting.  Financial aspects
have an important role in to increase regional economic growth and reducing disparity in regional income distribution .
This study aims to determine the influence of fiscal decentralization on growth and disparity in East Java Province. The
analytical  method used is the panel  data regression with fixed effect  model  (FEM).  The results obtained by the fiscal
decentralization and control variables have a positive influence on growth and fiscal decentralization positive effect tends
in industrial centers. While the model of the disparity, fiscal decentralization variables had no effect on the disparity and
control variables have a positive influence on the disparity and tends to increase the disparity in urban areas.. 
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dengan  otonomi  daerah  masyarakat  lokal  harus  diberikan
kebebasan  untuk  berekspresi  dalam  mengembangkan
kebudayaan lokal. Disinilah pentingnya memikirkan kembali
strategi  pembangunan secara  mendasar,  yakni  pada  upaya
membangun ekonomi berbasis komunitas lokal 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah,  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dilaksanakan
atas:  azas  otonomi  desentralisasi,  dekonsentrasi,  Instansi
Vertikal  dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi  dalam UU
ini  menganut  pengertian  bahwa  penyerahan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom
berdasarkan  Asas  Otonomi.  Desentralisasi  atau  otonomi
daerah  merupakan  strategi  yang  tepat  dalam  konteks
pembangunan  dan  pemberdayaan  daerah  sesuai  dengan
perkembangan dan kondisi masyarakat Indonesia yang saat
ini  sedang  belajar  dan  mengembangkan  demokrasi
diberbagai segi.  Salah satu aspek yang dijadikan perhatian
dalam pelaksanaan azas desentralisasi adalah desentralisasi
fiskal.  Karena  pada  umumnya,  otonomi  daerah  diikuti
dengan  kebijakan  fiskal  sebagai  instrumen  dalam
mendukung daerah di dalam pelayanan publik dan transfer
dana ke daerah.

Indonesia  perlu  mengembangkan  perekonomian  yang
berbasis pada kekuatan daerah sehingga pengoptimalan akan
sektor riil menjadi sangat penting. Menurut Damanhuri dan
Findi  (2014)  yang  perlu  ditekankan  dalam  perekonomian
adalah  bagaimana  mengaktifkan  sektor  riil  sehingga
memiliki  peran  langsung  dalam  pembangunan.  Selain  itu
perlu  mendorong  investasi  agar  dapat  terealisasikan,
mengurangi  pengangguran,  perlunya  intermediasi
perbankan, serta sistem keamanan dan perlindungan hukum
yang pasti dalam berwirausaha. 

Berkaitan  dengan  potensi  investasi,  Jawa  Timur
merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi investasi
cukup besar dibandingkan daerah lain. Hal ini dikarenakan
pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Timur  yang  selalu  positif
merupakan daya tarik bagi investor. 
Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dilaksanakan di
seluruh wilayah Indonesia,  termasuk Provinsi  Jawa Timur.
Provinsi  Jawa Timur merupakan salah  satu  provinsi  yang
memiliki  pertumbuhan  ekonomi  cukup  signifikan  dan
merupakan  provinsi  yang  cukup  berpengaruh  terhadap
perkembangan  pembangunan  nasional.  Berdampingan
dengan Provinsi DKI Jakarta, nilai PDRB Jawa Timur terus
meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dimana pada
tahun 2010  nilai  PDRB Provinsi  Jawa Timur  sebesar  Rp
990.648.800 (dalam Juta Rupiah). Nilai ini terus meningkat
hingga pada tahun 2014 nilai  PDRB Provinsi Jawa Timur
sebesar  Rp  1.262.700.200  (dalam  Juta  Rupiah).  Adanya
peningkatan  pertumbuhan  dalam  perekonomian  akan
mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi  fiskal  terutama
dalam  pengalokasian  anggaran  penerimaan  dan
pembelanjaan.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  menjamin
ketergantungan  terhadap  pemerintah  menurun.  Justru
ketergantungan  Provinsi  Jawa  Timur  terhadap  pemerintah
semakin tinggi  dengan adanya  peningkatan dalam transfer
dana perimbangan. 

Pertumbuhan  ini  juga  tidak  serta  merta  mengurangi
disparitas  terhadap  distribusi  pendapatan.  Penerapan

desentralisasi  fiskal  yang  sudah  terjadi  justru  semakin
memperlebar  jurang  kesenjangan  yang  ada.  Penurunan
wewenang kekuasaan  untuk pengoptimalan potensi  daerah
sebagai  sumber  pendapatan,  menjadi  tanggung  jawab
pemerintah  daerah.  Hal  ini  menyebabkan  integrasi,
sinkronisasi  dan  sinergi  antar  daerah  semakin  berkurang.
Sebagai  akibatnya  ketimpangan  antar  daerah  tidak  dapat
dihindari  dan  berdampak  lebih  luas  terhadap  distribusi
pendapatan  yang semakin tidak merata..  Selain itu hal  ini
juga di dukung dengan kondisi geografis Jawa Timur yang
memiliki keanekaragaman dan persebaran yang sangat luas.
Kontur geografi yang berbeda ini mengakibatkan perbedaan
potensi daerah yang ada di Jawa Timur. 

Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan  pendapatannya  membuat  pemerintah
daerah  dapat  menerapkan  kebijakan  yang  dapat
menguntungkan daerahnya. Salah satunya adalah kemudahan
akses  swasta  yang  dianggap  dapat  menggairahkan
perekonomian melalui investasi.  Pada kenyataannya,  peran
swasta di Jawa Timur dikhususkan pada daerah yang benar-
benar memiliki potensi pengembangan baik dilihat dari segi
sumber daya alam maupun kualitas modal manusianya. Pada
akhirnya,  peran swasta  tidak  dapat  merata  karena
pengkutuban  kegiatan perekonomian pada lokasi  tertentu.
Hal  ini  berdampak  pada  kurang keadilan  dan  kemerataan
dalam distribusi pendapatan. 

Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  perlu  dikaji  lebih
mendalam  mengenai  penerapan  desentralisasi  fiskal  serta
pengaruhnya  terhadap  indikator  pembangunan  untuk
mengetahui seberapa efektifkah penerapan fiskal yang sudah
dijalankan selama ini sehingga rumusan masalah yang dapat
ditarik  dari  latar  belakang  “Bagaimana  Pengaruh
Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Indikator  Pembangunan
Ekonomi yakni  Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah  di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014?” 

Metode Penelitian

Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  deskriptif  dengan
menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  ini
menjelaskan  hubungan  kausal  antara  variabel-variabel
terikat dengan variabel bebas. 

Unit  analisis yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu
desentralisasi  fiskal  yang  diproksi  dari  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  dan  variabel  kontrol  yang  diproksi  dari
Belanja  Daerah  sebagai  variabel  bebas  (Independent
variable) sedangkan pertumbuhan dan kesenjangan sebagai
variabel terikat (dependent variable) di Provinsi Jawa Timur
meliputi  38  Kabupaten/Kota  selama kurun  waktu 5  tahun
mulai tahun 2010-2014.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk
panel yang meliputi 38 kabupaten/kota dan rentang waktu 5
tahun  dimulai  dari  tahun  2010-2014  yang  diperoleh  dari
studi kepustakaan serta publikasi Badan Pusat Statistik Jawa
Timur, Dirjen Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014, Koefisien
Gini (Gini Ratio) Provinsi  Jawa Timur Tahun 2010-2014,
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Belanja  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2010-2014,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2010-2014.

Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan
pendekatan  Ordinary  Least  Square (OLS)  atau  metode
kuadrat terkecil. 

Dalam  penelitian  ini,  model  pertumbuhan  dan  model
kesenjangan merupakan fungsi dari Desentralisasi Fiskal dan
Variabel Kontrol. 

Git = f (FDit, CVit, ) 

Dit = f (FDit, CVit, ) 

Dari  persamaan  fungsi  tersebut  kemudian
ditransformasikan  ke  dalam  model  ekonometrika sebagai
berikut: 

Git = β0 + β1 FDit + β2 CVit + eit 

Dit = β0 + β1 logFDit + β2 logCVit + eit 

dimana:

G = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

D = Kesenjangan Daerah Provinsi Jawa Timur

FD = Fiscal Decentralization Provinsi Jawa Timur

CV= Control Variabel 

logFD = log Fiscal Decentralization Provinsi Jawa Timur

logCV = log Control Variabel 

i =  cross section 

t = time series

β0 = konstanta 

e = error term

Hasil Penelitian

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana
pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  dan
kesenjangan daerah di Jawa Timur. Metode yang digunakan
dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  analisis  regresi
berganda dengan data panel 38 Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Jawa Timur dan menggunakan  fixed effect  model
(FEM).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  dua  model
yaitu  pertumbuhan  dan  kesenjangan,  menunjukkan  bahwa
terhadap  model  pertumbuhan,  variabel  independen
desentralisasi  fiskal  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan
signifikan  dengan  nilai  probabilitas  0.0000  dan  koefisien
regresi 32.86927. Variabel kontrol memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0.0001 dan
nilai koefisien regresi  2.969514.  Desentralisasi  fiskal  yang
positif  ini  cenderung mempengaruhi  daerah  pusat  industri

dan pusat bisnis. Hasil regresi yang dilakukan pada model
kesenjangan menunjukkan jika variabel desentralisasi fiskal
bertanda  negatif  dan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap

kesenjangan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi
(-0.079120) dan nilai probabilitas 0.0729. Sedangkan untuk
variabel  kontrol  memiliki pengaruh positif  yang signifikan
dengan  nilai  probabilitas  0.0020  dan  koefisien  regresi
0.217892.  Pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap
kesenjangan  ini  lebih  cenderung  terjadi  di  wilayah
perkotaan. 

Nilai Uji t pada model pertumbuhan menunjukkan hasil
17.79416  pada  variabel  desentralisasi  fiskal  dan  nilai
4.113397  pada  variabel  kontrol  yang  mana  lebih  besar
daripada t-tabel 1.645 pada tingkat signifikansi 5% sehingga
memiliki pengaruh yang signifikan positif.  Sedangkan Uji t
yang dilakukan pada model kesenjangan menunjukkan hasil
variabel  desentralisasi  fiskal  (dalam  bentuk  log)  sebesar
-1.805852  yang  mana  lebih  kecil  daripada  nilai  t-tabel
sebesar 1.645 sehingga tidak signifikan dengan tanda yang
negatif.  Untuk Uji  t  yang dilakukan pada  variabel  kontrol
(dalam  bentuk  log)  menghasilkan  nilai  t-hitung  sebesar
3.146647 yang lebih besar dibanding t-tabel 1.645 sehingga
memiliki pengaruh yang signifikan positif.

Nilai Uji F pada model pertumbuhan menunjukkan hasil
sebesar  0.000000  yang  lebih  kecil  dibanding  nilai
signfikansi 5% artinya secara simultan variabel independen
baik desentralisasi fiskal maupun variabel kontrol memiliki
pengaruh terhadap pertumbuhan. Nilai Uji F yang dilakukan
terhadap model kesenjangan menunjukkan hasil probabilitas
statistik sebesar  0.000000 yang lebih kecil  dibanding nilai
signfikansi  5% sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh
yang  nyata  antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat
secara simultan.

Nilai  koefisien  determinasi  (R²)  yang  diperoleh  dari
pengujian terhadap model pertumbuhan menunjukkan hasil
0.9981.  Artinya,  variabel  desentralisasi  fiskal  dan  belanja
daerah  dapat  menerangkan  pertumbuhan  sebesar  99.81
persen.  Sedangkan  sisanya  0,19  persen  dijelaskan oleh
variabel  lain diluar  model  penelitian.  Untuk pengujian  R²
pada model kesenjangan, diperoleh hasil sebesar 0.602858.
Artinya,  kemampuan  variabel  independen  dalam
menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  60,28  persen.
Dengan demikian,  sisanya  yaitu  39,78  persen dipengaruhi
oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pembahasan 

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan
Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  terhadap

pertumbuhan di Jawa Timur. Hasil regresi menjelaskan jika
variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan di Jawa Timur. Artinya
apabila  ada  peningkatan  dalam desentralisasi  fiskal  maka
akan meningkatkan pertumbuhan di  Provinsi  Jawa Timur.
Hal  ini  diduga  pengoptimalan  potensi  daerah  pada  era
desentralisasi fiskal dinilai lebih efisien dalam meningkatkan
pendapatan  daerah  sehingga  berdampak  positif  terhadap
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peningkatan pertumbuhan daerah.
Hasil  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang

dilakukan  oleh  Amin  Pujiati  (2008)  yang  menghasilkan
kesimpulan jika desentralisasi fiskal yang direpresentasikan
dengan  PAD,  DBH,  DAU,  dan  tenaga  kerja  berpengaruh
positif  terhadap  pertumbuhan.  Hasil  penelitian  ini  juga
didukung  oleh  pendapat  Davoodi  dan  Zou  dalam  Surya
(2012)  yang  menyatakan  bahwa  penyerahan  wewenang
kepada  pemerintah  lokal  memiliki  dampak  yang  positif
terhadap  perekonomian.  Alasan  yang  mendasari  hal  ini
adalah  pemerintah  lokal  jauh  lebih  dekat  kepada  rakyat.
Dengan  demikian,  pemerintah  lokal  akan  lebih  cepat
merespon  kebutuhan  lokal  karena  pemerintahan  dipegang
oleh orang lokal. Pemerintahan lokal mengetahui apa yang
masyarakat  daerah  tersebut  butuhkan  untuk  membangun
daerah  mereka  karena  memiliki  lebih  banyak  informasi
tentang  daerah  mereka  dibanding  pemerintah  pusat.
Sehingga mereka akan lebih baik dalam penyediaan fasilitas
publik.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan

Variabel kontrol yang menggunakan proksi belanja daerah
berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pertumbuhan  di
Jawa Timur. Artinya jika ada peningkatan terhadap belanja
daerah maka akan meningatkan pertumbuhan di Jawa Timur.
Pengaruh  positif  ini  diduga  pembelanjaan  anggaran  yang
digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan
pembangunan mendorong pertumbuhan. 

Pengaruh yang positif ini sesuai dengan pendapat Sasana
(2008)  yaitu  pengeluaran  pemerintah  bertujuan  untuk
mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan  menjalankan
sektor  yang  tidak  dilakukan  oleh  sektor  swasta  seperti
memproduksi  barang publik.  Hasil  ini  juga didukung oleh
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibowo  (2006)  bahwa
pengeluaran  daerah  relatif  terhadap  pengeluaran  nasional
mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  positif  terhadap
pertumbuhan  di  Jawa  Timur  yang  mengindikasikan  jika
kewenangan  pengeluaran  sebagian  besar  telah  diserahkan
pemerintah  pusat  kepada  daerah  sehingga  efisiensi
pelayanan publik telah berjalan dengan baik. Penelitian yang
dilakukan oleh Sodik (2007) menjelaskan jika pengeluaran
pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pembangunan dan
pengeluaran rutin berpengaruh signifikan dengan tanda yang
positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Temuan ini
mengindikasikan  jika  pengeluaran  pembangunan  sangat
diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang
sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan
Variabel  desentralisasi  fiskal  (dalam  bentuk  log)  yang
diregres  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
kesenjangan. Tidak signifikan berarti  jika ada peningkatan
dalam  desentralisasi  fiskal  maka  tidak  akan  terlalu
berpengaruh dalam menurunkan kesenjangan. 

Berdasarkan  data  Indeks  Gini  yang  tertera  dalam
Lampiran  F,  terlihat  jika  selama  tahun  2010-2014
ketimpangan  pendapatan  yang  ada  di  Jawa  Timur  dapat

dikatakan cukup rendah dan juga ada beberapa yang masuk
dalam  kategori  ketimpangan  sedang.  Yakni  tingkat
ketimpangan  pendapatan  tidak  sampai  melebihi  batas  0,5
sehingga  dapat  dikatakan  ketimpangan  dalam posisi  yang
tidak  memiliki  pengaruh  terlalu  besar  terhadap
perekonomian  (Sjafrizal,  2014).  Selama  rentang  5  tahun
penelitian  tersebut  dapat  dikatakan  jika  pelaksanaan
desentralisasi fiskal melalui pengoptimalan Pendapatan Asli
Daerah  (PAD)  tidak  memiliki  pengaruh  yang  berarti
terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Timur.
Selain  itu  juga  disebabkan  kontribusi  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota sangat kecil terhadap total
pendapatan daerah. 

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kesenjangan
Variabel  kontrol  (dalam bentuk log)  memiliki pengaruh

yang signifikan dan bertanda positif terhadap kesenjangan.
Artinya jika ada peningkatan dalam variabel  kontrol  maka
akan meningkatkan kesenjangan. Pengaruh yang signifikan
ini  diduga  karena  adanya  perbedaan  kemampuan
pembiayaan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masing-masing
daerah  terutama  dalam  penyediaan  infrastruktur  publik.
Suatu daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi tentunya
sangat  berpotensi  untuk  mengoptimalkan  belanja  daerah
dalam  memenuhi  kebutuhan  pembangunan.  Akan  tetapi
tidak  semua  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Timur
memiliki  pendapatan  yang  tinggi.  Akibatnya  terjadi
ketimpangan dalam pembiayaan sehingga berdampak pada
pembangunan  yang  kurang  merata  antar  daerah.  Selain
faktor  tersebut,  efektivitas  dan  efisiensi  pengalokasian
anggaran juga menjadi pengaruh terhadap kesenjangan antar
daerah manakala nilai belanja tak langsung jauh lebih besar
dibanding  dengan  belanja  langsung  sehingga  berpengaruh
terhadap produktivitas perekonomian. 

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  meskipun pendapatan
suatu daerah tinggi bukan berarti kesenjangan dapat teratasi
begitu saja,  terlebih dalam era desentralisasi fiskal saat ini
yang mana peranan pemerintah daerah sangat  menentukan
dalam pengalokasian pendapatan untuk pembelanjaan dalam
memenuhi  kebutuhan  pembangunan.  Sesuai  dengan
pengertian desentralisasi itu sendiri, maka pemerintah daerah
dapat  mengupayakan  pengoptimalan  pendanaan  melalui
potensi  yang  dimiliki  daerah.  Artinya,  pembelanjaan  pun
juga  didasarkan  atas  pendapatan  yang  diterima.  Hal  ini
menimbulkan distorsi  perekonomian antar  daerah.  Besaran
nilai belanja daerah paling tinggi ada pada daerah industri
seperti Malang, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya yang berarti
kebutuhan  pembiayaan  tinggi  ada  pada  daerah-daerah
tersebut.  Sedangkan  daerah-daerah  yang  minim
perekonomiannya seperti  Bangkalan, Sampang, dan daerah
lain yang tidak memiliki prioritas industri harusnya memiliki
anggaran  belanja  yang  tinggi  karena  kebutuhan  dalam
peningkatan  perekonomian  jauh  lebih  tinggi  dibanding
daerah  yang  memiliki  potensi  industri.  Yang  perlu
diperhatikan juga adalah ketika adanya peningkatan belanja
bagi  daerah miskin diimbangi  dengan peningkatan belanja
daerah kaya. Kenaikan tingkat pembiayaan yang sama akan
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menyebabkan disparitas pendapatan tidak dapat diatasi. 

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan  yang dapat  ditarik  dari  pembahasan adalah
Desentralisasi  Fiskal  dan  Variabel  Kontrol  berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan di Jawa Timur
serta  ada  kecenderungan desentralisasi  fiskal  dan  variabel
kontrol  meningkatkan  pertumbuhan di  daerah  pusat  bisnis
atau industri. Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif tidak
signifikan  terhadap  kesenjangan  dan  Variabel  Kontrol
memiliki  pengaruh  yang  positif  signifikan  terhadap
kesenjangan  serta  ada  kecenderungan  variabel  kontrol
meningkatkan  kesenjangan  di  wilayah  perkotaan.     

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat
penulis berikan berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi
fiskal  di  Jawa  Timur  yaitu  Daerah  yang  menjadi  pusat
industri  dapat  diberikan  kewenangan  berupa  ruang  fiskal
yang  lebih  besar  yang  di  inisiasikan  oleh  daerah  sendiri
seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan belanja
daerah di Kabupaten semestinya lebih diutamakan dibanding
Kota,  mengingat  belanja  daerah  cenderung  meningkatkan
kesenjangan di wilayah Kota, 
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